
 
 

 
 

 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA DEPOK, 

 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun 2026 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858); 
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30              
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 6409); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
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  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

 
 
 

 
 

 
 
 

 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia              
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 7153); 
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan                       
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang             

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 6757); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang 

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943); 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                     
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 
 

 
 
 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
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 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1                 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor  27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  27             
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6206); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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  21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                      
Tahun 2019  Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 6909); 
  25. Peraturan   Presiden   Nomor   16   Tahun   2018   tentang   

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 46  Tahun 2025 tentang  Perubahan 
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 
Penyampaiannya (Berita Negara Republik Indonesia                                     

Tahun 2008 Nomor 55); 
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019          

Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri                 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 350); 
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  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia                   
Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78             

Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                   

Nomor 1781); 
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

  33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Keuangan Wali Kota dan Wakil                
Wali Kota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005                  

Nomor 10); 
  34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 08, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 

Nomor 61); 
 

 
 
 

 
 
 

 

 35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah         
Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kota Depok Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2026 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok 
Nomor 60); 

 

 
 

 

 36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 13); 
 
 

 
 

DRAFT



- 6 - 
 

 
 

  37. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok 

kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta 
Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok             
Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Depok Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok 
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada 

Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta 
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok 

Nomor 46); 
  38. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Penyertaan Modal Melalui Penambahan 

kepemilikan Modal Saham Pemerintah Kota Depok pada 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, 

Tbk (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021                 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok 
Nomor 12); 

 
 

 

 39. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Depok                
Tahun 2024 Nomor 12); 

  40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah        
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2024 Nomor 15); 

  41. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2025 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota 
Depok Tahun 2025 Nomor 11); 

  42. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun 2026 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor ...); 
   
 

 

 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                                             
TAHUN ANGGARAN 2025. 

  Pasal 1 
  Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 

Tahun Anggaran 2025 memuat: 

  a. pendapatan;  
  1. pendapatan asli daerah Rp2.245.663.656.362,05 

  2. pendapatan transfer Rp2.099.904.105.066,00 
  3. lain-lain pendapatan daerah yang sah 
   Rp0,00 

  jumlah pendapatan Rp4.345.567.761.428,05 
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  b. belanja;  
  1. belanja operasi:  

  a) belanja pegawai Rp1.361.423.795.348,00 
  b) belanja barang dan jasa 
   Rp1.684.682.707.880,45 

  c) belanja bunga Rp0,00 
  d) belanja subsidi Rp971.250,00 
  e) belanja hibah Rp120.954.743.967,00 

  f) belanja bantuan sosial 
   Rp44.739.200.000,00 

  jumlah belanja operasi Rp3.211.801.418.445,45 
  2. belanja modal:  
  a) belanja tanah Rp157.722.851.041,00 

  b) belanja peralatan dan mesin 
   Rp223.217.079.596,55 
  c) belanja gedung dan bangunan 

   Rp198.202.349.214,00 
  d) belanja jalan, irigasi dan jaringan 

   Rp341.727.136.290,00 
  e) belanja aset tetap lainnya 
   Rp9.708.703.120,00 

  jumlah belanja modal Rp930.578.119.261,55 
  3. belanja tak terduga:  

  a) belanja tak terduga Rp13.817.875.287,37 
  jumlah belanja tak terduga 
   Rp13.817.875.287,37 

  4. belanja transfer:  
  a) belanja transfer Rp0,00 
  jumlah belanja transfer Rp0,00 

  jumlah belanja Rp4.156.197.412.994,37 
  surplus/(defisit) Rp189.370.348.433,68 

  c. pembiayaan;  
  1. penerimaan Rp224.404.034.779,37 
  2. pengeluaran Rp137.953.614.842,00 

  jumlah pembiayaan neto Rp86.450.419.937,37 
  sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

   Rp275.820.768.371,05 
    
  Pasal 2 

  Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 

ini. 
   

  Pasal 3 
  Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 

realisasi anggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan   

Wali Kota ini. 
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  Pasal 4 
  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. 

   

 

       WALI KOTA DEPOK, 

 

      Ditetapkan di Depok 

             pada tanggal   

            SUPIAN SURI 
Diundangkan di Depok 
pada tanggal 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 
 
                  
   
MANGNGULUANG MANSUR 
 
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 
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